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PUTUSAN
Nomor: 027/Pdt.G/201 1/PA. Srl .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadil an Agama  Sarolangun yang memeriksa dan
mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara
yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SVA

pekerjaan Counter , tempat tinggal di
KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Penggugat ;
MEL AWAN
TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan  Swasta, tempat tinggal di

KABUPATEN SAROLANGUN sebagai Ter gugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkaranya,;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi
di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan

mengenai  duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam
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putusan sela tertanggal 21 Maret 2011 Nomor:
027/Pdt.G/2011/PA.Srl. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Memerintahkan kepada  Penggugat untuk mengucapkan
sumpah tambahan dengan rumusan sumpah tersebut di

atas;

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini

akan diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah

mengucapkan sumpah tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka
untuk memper singkat cukuplah ditunjuk berita acara
pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

TENTANG HUKUMINYA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim  perihal tersebut
bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan

sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menj adi alasan Penggugat
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak

bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering
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terjadi perselisihan dan pertengkaran vyang terus menerus
disebabkan Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dengan
baik, Tergugat juga tidak mau  menghargai orang tua
Penggugat dan setiap kali timbul masalah dalam rumah tangga

Tergugat selalu cepat marah dan memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya
pertengkaran dan perselisihan yang terus- menerus, maka
untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis
Hakim telah mendengar keterangan orang- orang dekat
Penggugat sebagai saksi yang secara terpisah dan sendiri-

sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat , bukti
tertulis dan  keterangan saksi Penggugat serta telah
dikuatkan dengan sumpah tambahan (suppletoir eed) oleh
Penggugat di depan persidangan, diperoleh fakta- fakta di
persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Ter gugat adalah suami istri
yang sah menikah tanggal 17 September 2007, dan telah
dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama

Penggugat ;

- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga,
Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis,
akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran,
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Tergugat juga sering memukul Penggugat tanpa alasan

yang jelas ;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Ter gugat
semakin  diperparah setelah pada awal tahun 2010
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa
izin Penggugat , sehingga Penggugat dan Tergugat telah

ber pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan pihak keluarga
baik sebelum dan sesudah Penggugat dan Ter gugat

berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di
persidangan juga menunjukkan tidak adanya iktikad dari
Tergugat untuk  mempertahankan rumah tangganya bersama
Penggugat, maka dengan fakta tersebut ternyatalah antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali untuk masa- masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga
seperti demikian hanyalah sia- sia belaka karena dapat
menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah

pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:
llaol]l Lz o sl suwlasll <))

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada

mengambil manfaat ”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim
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berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Ter gugat
tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin
terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana
yang diharapkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
serta sebagaimana maksud firman Allah SNT dalam surat al-

Rum ayat 21 yang berbunyi:
dezs —Led] LoiSwi) Loloil aSmiaid go oSS @l> ol —aslL] gos
OssSaiy pei) oY A (8 o daz)y B350 aSis
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya adalah,
Dia menciptakan untukmu istri- istri dari  jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang
berfikir”;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan
pendapat Ulama Figh Sayyid Sabiq dalan Kitab Fighus Sunnah

juz Il halaman 249 yang berbunyi:
2oy il ews _bl _ais L, aalb el ) L alla,
—Login TVl ye

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami

terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan
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keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali ”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk
dalam kategori telah benar- benar pecah (broken marriage)
dan meskipun Majelis telah berusaha memberikan nasihat
kepada Penggugat sebagai wupaya perdamaian di setiap awal
persidangan akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai , maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan
(2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap yang
dibebankan kepadanya sehingga bersesuai dengan Pasal 182
ayat 1 Rbg., dan karena gugatan Penggugat tersebut terbukti

maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian
Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum
serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya
dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan
berdasarkan pasal 149 RBg kepada Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan terhadap perkara ini dapat dikabulkan
dengan verstek sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

ini;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan
Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan tal ak Tergugat
terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka
berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak
yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in

sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman dan tempat perkawinan  Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan
ini  mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah
dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal- pasal dari
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perundang- undangan yang bersangkutan;

MENGADIL |

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi

dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan tal ak satu ba'in sughra Tergugat
( TERGUGAT) terhadap Penggugat
( PENGGUGAT);

4. Mamerintahkan kepada Panitera Pengadil an Agama

Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten
Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas

ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1432 Hijriyah oleh
kami Dra. MA'RIPAH sebagai Ketua Majelis, MASHUDI, S.Ag.

dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.l. masing- masing sebagai
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Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh  Hakim- Hakim Anggota dan ARMI
HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Ter gugat ;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd
ttd
MASHUDI, S.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S HI.

Panitera Pengganti

ttd.

ARMI HERAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya . Rp 30.0 Sarolangun,........
Pendaftaran 00,-

2. Biaya Proses : Rp 50.0 Sesuai dengan
00, - aslinya

3 Biaya : Rp 225.00 Panitera Pengadilan

. Panggilan 0,- Agama Sarolangun

4. Biaya Redaksi : Rp 5. ttd
000, -

5. Biaya Meterai : Rp 6.
000, -
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Jumlah . Rp 316.00 Hamdi MS., S.Ag.
0,-
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